BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR438 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BIREUEN,

bahwa  untuk menindaklanjuti  Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu
Menetapkan Rincian Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

13.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang
Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang
Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi
sebagai Penambahan Nilai Seleksi Teknis dalam Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Teknis;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun
2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah/Kota;

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei
2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik
dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi
Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Rincian Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu berjumlah 574 (lima ratus tujuh puluh
empat) orang, terdiri dari :

a.

b.

()

Tenaga Guru sejumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam)
orang;

Tenaga Kesehatan sejumlah 184 (seratus delapan puluh
empat) orang; dan

Tenaga Teknis sejumlah 54 (lima puluh empat) orang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal S {elmwer 2023

qu. BWUEN, Oé
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NAMA JABATAN

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

MHPK

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

5

6

7

TERAMPIL - BIDAN

D-1lI KEBIDANAN

13

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

PUSKESMAS KUALA

PUSKESMAS JULI 2

PUSKESMAS KUTA BLANG

PUSKESMAS PEULIMBANG

PUSKESMAS JEUNIEB

PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

PUSKESMAS MON KEULAYU

—_ = B [ = == =

PUSKESMAS PEUDADA

14

TERAMPIL - FISIOTERAPIS

D-Ill FISIOTERAPI

PUSKESMAS PEUSANGAN SELATAN

UPTD PUSKESMAS MAKMUR

PUSKESMAS JULI 2

PUSKESMAS KUALA

PUSKESMAS PEUDADA

PUSKESMAS JANGKA

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

PUSKESMAS PEUSANGAN

PUSKESMAS KOTA JUANG

PUSKESMAS PEULIMBANG

PUSKESMAS COT IE JUE

PUSKESMAS JEUMPA

PUSKESMAS KUTA BLANG

===l ]= === ]=]=]—=

PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

15

TERAMPIL - NUTRISIONIS

D-II1 GIZI

PUSKESMAS MON KEULAYU

PUSKESMAS JULI 2

PUSKESMAS KOTA JUANG

PUSKESMAS PEULIMBANG

PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

bt s | | | | = |

PUSKESMAS JULI

16

TERAMPIL - PERAWAT

D-1ll KEPERAWATAN

37

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

PUSKESMAS PEUDADA

PUSKESMAS KUALA

PUSKESMAS JEUNIEB

PUSKESMAS COT IE JUE

UPTD PUSKESMAS SAMALANGA

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

PUSKESMAS KUTA BLANG

PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

PUSKESMAS GANDAPURA

PUSKESMAS PEUSANGAN

NlW=IN|=n|—= |~ |w

PUSKESMAS JULI 2

7



NO

NAMA JABATAN

KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

MHPK

ALOKASI
FORMASI

UNIT KERJA PENEMPATAN

KETERANGAN

2

3

5

6

7

PUSKESMAS JEUMPA

PUSKESMAS MON KEULAYU

PUSKESMAS KOTA JUANG

UPTD PUSKESMAS MAKMUR

Wlh =N

PUSKESMAS PEUSANGAN SELATAN

17

TERAMPIL - PEREKAM MEDIS

D-IIIl REKAM MEDIS

14

PUSKESMAS JANGKA

D-Ill REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN

PUSKESMAS KOTA JUANG

D-[1l REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

PUSKESMAS PEUDADA

D-11l PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN

PUSKESMAS PEUSANGAN

D-1lIIl PEREKAM MEDIK DAN INFORMAS] KESEHATAN

PUSKESMAS PEULIMBANG

D-1Il PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

PUSKESMAS PEUSANGAN SELATAN

UPTD PUSKESMAS MAKMUR

PUSKESMAS JEUNIEB

PUSKESMAS KUTA BLANG

PUSKESMAS COT IE JUE

UPTD PUSKESMAS SAMALANGA

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

PUSKESMAS JULI 2

[ (U vy [ e R [P T P Y AN PR P

PUSKESMAS JEUMPA

18

TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

D-1II ANALIS KESEHATAN,

PUSKESMAS PEUSANGAN

D-IIl TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

PUSKESMAS MON KEULAYU

UPTD PUSKESMAS MAKMUR

PUSKESMAS KUALA

PUSKESMAS JULI

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

PUSKESMAS JEUMPA

PUSKESMAS COT IE JUE

(SN [Pl P ) U RN FRE SR

PUSKESMAS PEULIMBANG

19

TERAMPIL - RADIOGRAFER

D-1lI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI,

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

D-111 RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI, D-II TEKNIK RADIOLOGI,

D-III RADIOLOGI, D-IIl TEKNIK RONTGEN

20

TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS

D-IIl REFRAKSI OPTISI, D-111 OPTOMETRI

RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN

21

TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

D-1II KESEHATAN LINGKUNGAN, D-III SANITASI

PUSKESMAS KUALA

PUSKESMAS COT IE JUE

UPTD PUSKESMAS PANDRAH

DINAS KESEHATAN KAB. BIREUEN

PUSKESMAS PEULIMBANG

PUSKESMAS KOTA JUANG

PUSKESMAS JULI

UPTD PUSKESMAS MAKMUR

it i | o [ | | |

PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

11




ALOKASI
NO NAMA JABATAN WM%W_FM___M))W“ MHPK FORMASI UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
22| TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT D-1II KEPERAWATAN GIGI, D-1lII KESEHATAN GIGI, 5 9 1 | UPTD PUSKESMAS PANDRAH
D-I1I TERAPIS GIGI DAN MULUT 1 | PUSKESMAS COT IE JUE
1 | PUSKESMAS JULI 2
1 | PUSKESMAS JEUNIEB
1 | PUSKESMAS PEUSANGAN SELATAN
1 | UPTD PUSKESMAS MAKMUR
1 | PUSKESMAS PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
1 | PUSKESMAS KOTA JUANG
1 | PUSKESMAS KUALA
Ill. TENAGA TEKNIS 54
1 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE S-1 ILMU KOMPUTER, S-1 SISTEM INFORMASI, S-1 TEKNIK INFORMATIKA 5 1 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH,
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, D-IV MANAJEMEN BISNIS, 5 4 4 | WAKIL BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN
APARATUR D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR, D-IV MANAJEMEN SUMBER KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAYA MANUSIA APARATUR, D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR PUBLIK, D-1V POLITIK PEMERINTAHAN,
D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN, D-IV ADMINISTRAS] PEMERINTAHAN,
D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA, D-1V TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI
PEMERINTAHAN, D-1V ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI NEGARA
S-1 ILMU ADMNISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK,
S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK, 8-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK,
S-1 ILMU MANAJEMEN, S-1 MANAJEMEN, S-1 PJJ MANAJEMEN,
S-1 MANAJEMEN BISNIS, 8-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA,
5-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN, S-1 STUDI PEMERINTAHAN,
S-1 ILMU PEMERINTAHAN, 5-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN,
8-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN, S-1 ILMU INFORMATIKA, S-1 INFORMATIKA,
5-1 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, S-1 SISTEM INFORMASI,
$S-1 PJJ SISTEM INFORMASI, S-1 TEKNIK INFORMATIKA, S-1 TEKNIK
INFORMATIKA DAN KOMPUTER, S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
3 [ AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARTUR D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK, D-IV MANAJEMEN BISNIS, 5 1 1 | WAKIL BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN
D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR, KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK,
D-1V POLITIK PEMERINTAHAN, D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
D-IV ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ADMINISTRASI NEGARA,
S-1 ADMINISTRAS] PUBLIK, S-1 ILMU ADMNISTRASI PUBLIK,
S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 ILMU MANAJEMEN,
S-1 MANAJEMEN, S-1 PJJ MANAJEMEN, S-1 MANAJEMEN BISNIS,
S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, S-1 POLITIK DAN
PEMERINTAHAN, S-1 STUDI PEMERINTAHAN, $-1 ILMU PEMERINTAHAN,
S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN, 5-1 MANAJEMEN PEMERINTAHANAN,
5-1 PSIKOLOGI
4 | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR S-1 ILMU MATEMATIKA, S-1 IPA, S-1 ILMU TANAMAN, 5 4 4 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS TENAGA

5-1 ILMU HEWANI, $-1 ILMU TEKNIK DAN REKAYASA,

KERJA DAN TRANSMIGRASI , UPTD BALAI LATTHAN KERJA




_ ALOKASI
WO NAMA JABATAN wwhw__w_ﬂ,ﬂ MHPK| oo UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 i
S-1 ILMU BAHASA, S-1 ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
S-1 ILMU PENDIDIKAN, S-1 SENI, S-1 ILMU DESAIN DAN MEDIA,
S-1 ILMU EKONOMI, S-1 ILMU KEDOKTERAN, S-1 ILMU KESEHATAN,
D-IV ILMU ILMU MATEMATIKA DAN D-IV IPA, D-IV ILMU TANAMAN,
D-IV ILMU HEWAN, D-IV ILMUTEKNIK DAN REKAYASA.,
D-IV [LMU BAHASA, D-IV ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA,
D-IV ILMU PENDIDIKAN, D-IV SENI, D-IV DESAIN DAN MEDIA,
D1V ILMU EKONOMI, D-IV ILMU KEDOKTERAN, DIV ILMU KESEHATAN
5 | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 2 | 2 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN GANDAPURA
6 | AHLI PERTAMA — MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 1 | 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN SIBLAH KRUENG
7 | AHLI PERTAMA — MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 1| 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN JEUMPA
8 | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 1 | 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN JULI
9 | AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 1| 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN PEUDADA
10| AHLI PERTAMA — MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN S | 1 | 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN SAMALANGA
11| AHLI PERTAMA — MEDIK VETERINER PROFESI DOKTER HEWAN, S-2 DOKTER HEWAN 5 | 1| 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD BALAI TERNAK RANTO PANYANG
12| AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA S-1 ILMU EKONOML, D-IV ILMU EKONOMI, S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN. 5 | 4 | 4 | SEKRETARIAT DAERAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN, S-1 MANAJEMEN, DIV MANAJEMEN.
S-1 PSIKOLOGI, D-IV PSIKOLOGI, S-1 HUKUM, D-IV HUKUM, S-1 ILMU
KOMUNIKASI, D-IV ILMU KOMUNIKASI, S-1 ILMU POLITIK,
D-IV ILMU POLITIK, S-1 ILMU PEMERINTAHAN, D-IV ILMU PEMERINTAHAN,
S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL, D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL,
S-1 SOSIOLOGI, D-IV SOSIOLOGI, S-1 ADMINISTRAS] PUBLIK,
D-IV ADMINISTRASI PUBLIK, S-1 ADMNISTRASI NEGARA,
D-IV ADMINISTRASI NEGARA
13| AHLI PERTAMA — PENGAWAS BIBIT TERNAK S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN, 5 | 1 | 1 | BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN
S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD BALAI TERNAK RANTO PANYANG
S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,
S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,
S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-1V PENYULUH PETERNAKAN,
D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

7
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2

3

6

7

14

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN PEUSANGAN

S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

SIBLAH KRUENG

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-1V PENYULUH PETERNAKAN,

D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-1V PETERNAKAN

15

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN PEUSANGAN

S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

SIBLAH KRUENG

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-1V TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

16

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

5-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S5-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN JEUMPA

S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-1V TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN GANDAPURA

S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-1IV TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

AHLI PERTAMA — PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 ILMU PETERNAKAN, 8-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN JEUNIEB

S-1 PRODUKSI PETERNAKAN, S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK,

S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK, 8-1 SOSIAL EKONOMI

PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

19

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

5-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN JULI

5-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, 8-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-1V TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

20

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN PEUDADA

S-1 NUTRIS! DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-1V PETERNAKAN

11
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2

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, S-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN PEUSANGAN

S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, $-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-IV PETERNAKAN

22

AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK

S-1 PENYULUH PETERNAKAN, 8-1 INDUSTRI PETERNAKAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PETERNAKAN

5-1 BUDIDAYA PETERNAKAN, S-1 ILMU PETERNAKAN,

DAN KESEHATAN HEWAN, UPTD PUSKESWAN SAMALANGA

5-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK, S-1 PRODUKSI PETERNAKAN,

5-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK, S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK,

5-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN, D-IV PENYULUH PETERNAKAN,

D-1V TEKNOLOGI PETERNAKAN, D-1V PETERNAKAN

23

AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/

D-1V EKONOMI, D-IV EKONOMI MANAJEMEN, D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIA

JASA

S-1 ADMINISTRASI FISKAL, S-1 ADMINISTRASI NEGARA,

DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG

S-1 ADMINISTRASI NIAGA, 8-1 AKUNTANSI, S-1 EKONOMI,

DAN JASA

S-1 EKONOMI BISNIS, $-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI,

S-1 EKONOMI DAN BISNIS, §-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN,

S-1 EKONOMI KEUANGAN, S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN,

S-1 EKONOMI MANAJEMEN, S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN,

S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN, S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN,

S-1 EKONOMI SYARIAH, $-1 ILMU EKONOMI, 8-1 ILMU EKONOMI ISLAM,

S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN,

S-1 BISNIS [SLAM, S-1 ILMU HUKUM, 8-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,

S-1 HUKUM EKONOMI, $-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH, S-1 HUKUM

INTERNASIONAL, 8-1 HUKUM ISLAM, S-1 HUKUM PEMERINTAHAN,

S-1 HUKUM PERDATA, S-1 HUKUM PIDANA, S-1 HUKUM PIDANA DAN

KETATANEGARAAN, 8-1 HUKUM TATA NEGARA, S-1 HUKUM TATA NIAGA,

S-1 KRIMINOLOGI, D-IV TEKNIK INFORMATIKA, D-IV ARSITEKTUR,

D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, D-1IV PLANOLOGI, D-1V TEKNIK

ARSITEKTUR, D-IV TEKNIK LINGKUNGAN, D-1V TEKNIK SIPIL,

S-1 ELEKTRO, S-1 SISTEM INFORMASI, S-1 ILMU TEKNIK SIPIL,

S-1 KONSTRUKSI SIPIL, S-1 MESIN, S-1 PERENCANAAN WILAYAH,

S-1 PERENCANAANWILAYAH DAN KOTA, S-1 PERTANIAN, S-1 PLANOLOGI,

S-1 SISTEM KOMPUTER, S-1 TEKNIK ARSITEKTUR, S-1 TEKNIK ELEKTRO,

S-1 TEKNIK ALEKTRONIKA, S-1 TEKNIK GEODESI, S-1 TEKNIK GEODESI

DAN GEOMATIKA, $-1 TEKNIK GEOLOGIS, S-1 TEKNIK GEOMATIKA,

5-1 TEKNIK INDUSTRI, 8-1 TEKNIK INFORMATIKA, S-1 TEKNIK PERKAPALAN,

S-1 TEKNIK KIMIA, S-1 TEKNIK KOMPUTER, S-1 TEKNIK LINGKUNGAN,

S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI, S-1 TEKNIK MESIN,

5-1 TEKNIK PENGAIRAN, -1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH,

S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN, S-1 TEKNIK PLANOLOGI, S-1 TEKNIK SIPIL,

TEKNIK METALURGI DAN METERIAL, S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES,

S-1 TEKNIK BIOMEDIS, S-1 TEKNIK TATA RUANG, S-1 TEKNOLOGI

INFORMATIKA, D-IV ADMINISTRASI NEGARA, D-IV ADMINISTRASI PUBLIK,

D-IV ILMU ADMINISTRASI, D-IV ILMU PEMERINTAHAN,

'
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5-1 ADMINISTRASI BISNIS, 1 ADMINISTRASI KEUANGAN,

S-1 ADMINISTRASI NIAGA, S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

5-1 ADMINISTRAS]I PERKANTORAN, S-1 ADMINISTRASI PUBLIK,

S5-1 ADMINISTRASI UMUM, S-1 ADMINISTRAS| NEGARA,

S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL, S-1 ILMU ADMINISTRASI, S-1 ILMU

ADMINISTRASI NEGARA, S-1 ILMU KOMUNIKASI, S-1 ILMU PEMERINTAHAN,

S-1 KEBIJAKAN PUBLIK, S-1 KOMUNIKASI, S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN

PUBLIK, S-1 PENGADAAN, §-1 SOSIOLOGI, S-1 SOSPOL, D-IV GEODESI,

D-IV PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN,

D-1V SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS, D-IV STATISTIKA BISNIS,

S-1 BIOLOGI, S-1 FARMAS]I, $-1 FISIKA, S-1 GEODESI, S-1 GEOFISIKA,

5-1 GEOGRAFI, S-1 GEOLOGI, S-1 AKTUARIA, S-1 KESEHATAN MASYARAKAT,

S-1 KIMIA, S-1 MATEMATIKA, $-1 BIOLOGI, S-1 STATISTIKA,

D-IV AKUNTANSI, D-IV AKUNTANSI KEUANGAN, D-IV AKUTANSI MANAJEMEN

PEMERINTAHAN, D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN, D-IV AKUNTANSI

SEKTOR PUBLIK, S-1 ADMINISTRAS! FISKAL, S-1 AKUNTANSI,

S-1 AKUNTANSI EKONOMI, S-1 AKUNTANSI MANAJEMEN, S-1 AKUNTANSI

NEGARA, 8-1 ILMU AKUNTANSI, S-1 KEUANGAN, D-IV MANAJEMEN DAN

ADMINISTRASI LOGISTIK, D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA, D-IV MANAJEMEN

KEUANGAN SEKTOR PUBLIK, D-IV MANAJEMEN REKAYASA

KONSTRUKSI, D-IV MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA, D-IV TEKNIK,

5-1 BISNIS MANAJEMEN, $-1 ILMU MANAJEMEN, S-1 LOGISTIK BISNIS,

5-1 MANAJEMEN, S-1 MANAJEMEN ADMINSITRASI, S-1 MANAJEMEN

AGRIBISNIS, 5-1 MANAJEMEN ASET, S-1 MANAJEMEN BISNIS,

S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS, S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK,

S-1 MANAJEMEN EKONOMI, S-1 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK,

S5-1 MENAJEMEN INFORMATIKA, S-1 MANAJEMEN KEUANGAN,

S-1 MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN, S-1 MANAJEMEN LOGISTIK,

5-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN, S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN,

5-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN, S-1 MANAJEMEN SDM,

S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN, S-1 MANAJEMEN SYARIAH,

S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA, S$-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI,

S-1 PSIKOLOGI, S-1 TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, D-1IV KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA, S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT, 8-1 KESEHATAN LINGKUNGAN

29

AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN

S-1 PENYULUH PERTANIAN, S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANIAN

5-1 AGROBISNIS, S-1 AGRONOMI, S-1 AGROTEKNOLOGI,

DAN PERKEBUNAN

5-1 AGROEKOTEKENOLOGI, S-1 BUDIDAYA PERTANIAN,

S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN, S-1 ILMU TANAH,

S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS, S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN,

S-1 MEKANISASI PERTANIAN, S-1 PEMULIAN TANAMAN, S-1 PETERNAKAN,

S-1 PERKEBUNAN, S-1 PROTEKSI TANAMAN, S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN,

S-1 TANAMAN PANGAN, S-1 TEKNIK PERTANIAN, D-IV PENYULUH PERTANIAN,

D-1V SOSIAL EKONOMI PERTANIAN, D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA,

D-1IV TEKNOLOGI PERTANIAN, D-IV PETERNAKAN, D-IV KESEHATAN HEWAN

71
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25

AHLI PERTAMA - PERENCANA

S-1 SEMUA JURUSAN, D-IV SEMUA JURUSAN

8

8

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN

KECUALI PENDIDIKAN GURU DAN KESEHATAN

PEMBANGUNAN DAERAH

26

AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER

8-1 ILMU KOMPUTER, 8-1 SISTEM KOMPUTER, S-1 TEKNIK KOMPUTER,

WAKIL BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN

S-1 INFORMATIKA, S-1 TEKNIK INFORMATIKA, S-1 ILMU INFORMATIKA,

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5-1 SISTEM INFORMASI, §-1 TEKNOLOGI INFORMASI, S-1 SISTEM

DAN TEKNOLOGI INFORMASI, D-1V SISTEM INFORMASI,

D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA, $-1 TEKNOLOGI KOMPUTER,

D-IV TEKNIK INFORMATKA, D-IV TEKNIK KOMPUTER,

D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, D-IV KOMPUTER STATISTIK

27

TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN

D-IlIl PENYULUH PERTANIAN, D-1ll PENYULUHAN DAN KOMUNIKAS] PERTANIAN,

BUPATI BIREUEN, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANIAN

D-III AGROBISNIS, D-IIl AGRONOMI, D-IIl AGROTEKNOLOGI,

DAN PERKEBUNAN

D-1II AGROEKOTEKNOLOGI, D-111 BUDIDAYA PERTANIAN,

D-IIT HAMA PENYAKIT TUMBUHAN, D-IIl ILMU TANAH,

D-1I1 MANAJEMEN AGROBISNIS, D-IIl MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN,

D-1II MEKANISME PERTANIAN, D-III PEMULIAN TANAMAN, D-IIl PETERNAKAN,

D-1ll PERKEBUNAN, D-IIl PROTEKSI TANAMAN, D-1Il SOSIAL EKONOMI

PERTANIAN, D-IIl TANAMAN PANGAN, D-lIl TEKNIK PERTANIAN

Pi. A/BUPATYBIREUEN,

\ AULIA SOFYAN




